
LAPORAN SINGKAT

RAPAT  KOMISI IX DPR RI
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 6 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2019
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara        : 1. Penjelasan Menteri Kesehatan RI tentang :

a. Kenaikan Iuran Program Jaminan Kesehatan
Nasional  sebagaimana  termaktub  dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019
tentang  Perubahan  Peraturan  Presiden  RI
Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan
Kesehatan;

b. Langkah-langkah  Strategis  untuk  mengatasi
Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. Perbaikan  Sistem  Pelayanan  Kesehatan
termasuk Pemenuhan Infrastruktur  dan SDM
Kesehatan  untuk  mendukung  Supply  Side
Program JKN.

2. Penjelasan  Ketua  Dewan  Jaminan  Sosial
Nasional (DJSN)  tentang :
a. Kenaikan  Iuran  Program  JKN  sebagaimana

termaktub  dalam  Peraturan  Presiden  RI
Nomor  75  Tahun  2019  tentang  Perubahan
Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan;

b. Terkait implikasi kenaikan iuran JKN terhadap
Capaian Universal Health Coverage.
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3. Penjelasan  Ketua  Dewan  Pengawas  BPJS
Kesehatan  atas  hasil  Pengawasan  yang
dilakukan  atas  4  (empat)  agenda  BPJS
Kesehatan.

4. Penjelasan Direktur Utama BPJS Kesehatan :
a. Mengenai  Perbaikan  Sistem  Kepesertaan

dan Manajemen Iuran Sebagai Pelaksanaan
Tugas BPJS Kesehatan sesuai Amanat  UU
Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Tentang  Penguatan  Fasilitas  Kesehatan
Rujukan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  melalui
Efektifitas Dana Kapitasi sesuai dengan Visi
dan Misi Presiden RI.

c. Terkait  Tunggakan  Pembayaran  Klaim  dari
Fasililtas Kesehatan  Rujukan Tingkat Lanjut
(FKRTL)  sampai  bulan  Oktober  2019  dan
langkah-langkah  yang  diambil  BPJS
Kesehatan terkait hal ini.

d. Mendapatkan   Laporan  BPJS  Kesehatan
tentang  Pelaksanaan  Data  Cleansing
sebagai tindak lanjut Hasil Audit BPKP.

Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, SE/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian  Sekretariat Komisi IX

DPR RI
Tempat
 

: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I 
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 47  orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri  Kesehatan  RI,  Letjen  TNI  (Purn)  Dr.  dr.

Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, beserta jajaran;
C. Ketua Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan diwakili

oleh  Anggota  Dewan  Pengawas,  Dra.  Sri  Hartati,
MBA, beserta jajaran;

D. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr.dr. Fachmi Idris,
M.Kes, beserta jajaran;

E. Ketua  DJSN,  Tubagus  Achmad  Choesni,  beserta
jajaran;
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I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi  IX DPR RI dengan Menteri  Kesehatan RI dan Rapat Dengar
Pendapat  dengan  Dewan  Pengawas  BPJS  Kesehatan,  Direktur  Utama  BPJS
Kesehatan  dan  Ketua  DJSN  dibuka  pukul  10.15  WIB,  maka  sesuai  dengan
Ketentuan Pasal  251 ayat  (1)  Peraturan DPR RI  tentang Tata  Tertib,  rapat  telah
memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II.  KESIMPULAN

  R Rapat akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 7 November 2019 pukul 19.00 WIB.

III. PENUTUP 

Rapat diskors pukul 23.00  WIB.
  

Jakarta, 6 November 2019

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

TTD.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE
A-393
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